
BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR g2 TAHUN 2O2T

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR22 TAHUN

2O2O TENTANG KODE ETIK PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PTSP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,

Menimbang a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas

kepada masyarakat dan untuk memperbaiki kineq'a aparatur

dalam memberikan pelayanan serta sebagai tindak lanjut
pelimpahan kewenangan dan penandatanganan seluruh perizinan

dan non perizinan berusaha di daerah kepada lembaga pelayanan

terpadu satu pintu;

b. bahwa ddam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan

korupsi, Dinas Penanaman Modal dan PTSP telah ditetapkan

sebagai objek pengawasan pelayanan pertzinarrr khususnya dalam

pelayanan penerbitan izin dan non peizinan berusaha di daerah;

c. bahwa pengaturan dalam Peraturan Bupati Konawe Selatan

Nomor 22 Tahun 2O2O tentang Kode Etik Pelaksanaan Pelayanan

Perizrnan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP perlu

disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat

sehingga perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati

Konawe Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati

Konawe Selatan Nomor 22 Tahun 2O2O tentang Kode Etik

Pelaksanaan Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal

dan PTSP;
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1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 75, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24,

Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor ll2,
Tambahan I-embaran Negara Republik Indoesia Nomor 5038);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OLI Nomor 82, Tambahan lembaran Negara

Republik Indoesia Nomor 52341sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OL9 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2}ll tentang Pembentukan

Peraturan perundang-undangan (l.embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor

6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9fl;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun

20 10 Nomor 7 4, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5235);
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8, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 1956);

lO.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Konawe Selatan (lembaran Daerah Kabupaten

Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Konawe Selatan Nomor lO Tahun 2Ol9 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Konawe Selatan (lembaran Daerah Kabupaten Konawe

Selatan Tahun 2079 Nomor 10)

ll.Peraturan Bupati Konalve Selatan Nomor 22 Tahun 2A2O tentang

Kode Etik Pelaksanaan Pelayanan Perizinan pada Dinas

Penanaman Modal dan PTSP (Berita Daerah Kabupaten Konawe

Selatan Tahun 2O2O Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN BUPATT KONAWE SELATAN NOMOR 22 TAHUN

2O2O TENTANG KODE ETIK PELAKSANAAN PELAYANAN

PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Konawe Selatan

Nomor 22 Tahwn 2O2O tentang Kode Etik Pelaksanaall Pelayanan

Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP (Berita Daerah

Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O2O Nomor 221, diubah sebagai

berikut:
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Ketentuan Pasal 10 ditambahkan 1 (satu) huruf sehingga Pasal 10

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Hak pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 huruf d, meliputi :

a. Segala hak yang melekat padanya sebagai Pengawai Negeri Sipil

sesuai peraturan perundungarl yang berlaku, dan bagi tenaga

kontrak/honorer sesuai dengan kontrak/pe{anjian antara yang

bersangkutan dengan instansi induk;

b. Mendapatkan uang lembur apabila ada;

c. Tambahan penghasilan yang sah sesuai kemampuan keuangan

daerah; dan

d. Mendapatkan Reward/Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara

maupun Non Aparatur Sipil Negara yang disiplin dan

berdedikasi tinggi, penilaian dilakukan 1 (satu) kali dalam

setahun.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkart

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam

Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 26 Agustus 2021

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 26 Agustus 2021

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2021
NOMOR 22




